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Abstrak 
Warga Negara yang baik tentunya warga Negara yang memiliki rasa cinta 
tanah air dan memiliki wawasan kebangsaan yang bagus, agar dapat 
menjadi pelindung dan pengembang Negara Indonesia kearah yang lebih 
baik. Karakteristik warga Negara yang harus dimiliki menurut Cogan 
(Wuryan dan Syaifullah,2008,hlm.108) yaitu : (1) Kemampuan untuk 
melihat dan mendekati masalah sebagai anggota masyarakat global. (2) 
Kemampuan bekerja dengan orang lain dengan cara kooperatif dan 
bertanggung jawab terhadap peran dan kewajiban dalam masyarakat. (3) 
Kemampuan untuk berpikir secara sistematis dan kritis (4) Keinginan 
menyelesaikan konflik secara damai. Karakteristik tersebut sangat perlu 
dimiliki oleh setiap warga Negara, karena dengan memiliki karakteristik-
karakteristik yang disebutkan di atas, bisa membuat warga Negara siap 
menghadapi zaman yang semakin berkembang walaupun dengan segala 
perbedaan agama,ras dan budaya. Dengan keragaman dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, merupakan hal wajar dan bahkan 
anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri. Anugerah Tuhan 
dapat dipastikan berpeluang positif dan negatif, sehingga hal itu perlu 
dikelola melalui usaha pengenalan, penghayatan dan penghargaan dengan 
mengembangkan dialog-dialog serta apresiasi budaya sehingga mampu 
mewujudkan situasi dan kondisi harmonis dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara yang pada akhirnya untuk menghindari 
disintegrasi bangsa dari kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
Kata Kunci :  Warga Negara, Multikultural, kedudukan, peran 
PENDAHULUAN 
Wilayah nusantara yang sekarang menjadi Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI) merupakan negara yang memiliki keberagaman atau multikltural 
dari perbedaan budaya, ras maupun agama.perlunya peningkatan pengetahuan 
mengenai keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia,dan penanaman rasa cinta tanah 
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air bagi warga Negara, agar bisa menerima keberagaman dalam bingkai 
NegaraKesatuan Republik Indonesia. 
Peran dan kedudukan warga negara dalam suatu negara sangat dibutuhkan 
untuk menjalankan sebahnegara. Kaitanya dengan Negara Indonesia yang 
multikultural di butuhkan partisipasi warga negara yang baik tentunya warga negara 
yang memiliki rasa cinta tanah air dan memiliki wawasan kebangsaan yang bagus, 
agar dapat menjadi pelindung dan pengembang Negara Indonesia kearah yang lebih 
baik. Karakteristik warga negara yang harus dimiliki menurut Cogan (Wuryan dan 
Syaifullah,2008:108) yaitu : 
1. Kemampuan untuk melihat dan mendekati masalah sebagai anggota masyarakat 
global; 
2. kemampuan bekerja dengan orang lain dengan cara kooperatif dan bertanggung 
jawab terhadap peran dan kewajiban dalam masyarakat; 
3. kemampuan untuk berpikir secara sistematis dan kritis; 
4. keinginan menyelesaikan konflik secara damai. 
Karakteristik tersebut sangat perlu dimiliki oleh setiap warga negara, karena 
dengan memiliki karakteristik-karakteristik yang disebutkan di atas, bisa membuat 
warga negara siap menghadapi zaman yang semakin berkembang walaupun dengan 
segala perbedaan agam,ras dan budaya.Dengan keragaman dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, termasuk keragaman budaya,ras dan agama 
merupakan hal wajar dan bahkan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus 
disyukuri. Anugerah Tuhan dapat dipastikan berpeluang positif dan negatif, sehingga 
hal itu perlu dikelola melalui usaha pengenalan, penghayatan dan penghargaan 
dengan mengembangkan dialog-dialog serta apresiasi keberagaman sehingga mampu 
mewujudkan stuasi dan kondisi harmonis dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara yang pada akhirnya untuk menghindari disintegrasi bangsa 
dari kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan keragaman dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, keragaman, merupakan hal 
wajar dan bahkan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri. 
METODOLOGI 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode 
deskriptif.Data didapatkan melalui kajian pustaka (studi pustaka) berupa serangkaian 
kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan 
mencatat serta mengolah bahan penelitian (Zed, 2017:3).Data penelitian diperoleh 
dari sumber kepustakaan.Melalui kajian pustaka peneliti menelaah secara kritis 
sumber-sumber untuk kemudian dikonstruksikan menjadi sebuah pemahaman yang 
komprehensif mengenai fokus penelitian. Data utama mengenai identifikasi 









a. Kedudukan dan Peran Warga Negara 
Definisi warga negara menurut UUD 1945 dalam Pasal 26 yang dikatakan menjadi 
warga negara adalah sebagai berikut : 
1. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-
orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. 
2.  Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di 
Indonesia. 
3. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. 
Warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa 
lainyang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.  Mengenai 
pengertian orang-orang bangsa Indonesia asli ada penafsiran bahwa orang Indonesia 
asli adalah golongan-golongan orang-orang yang mendiami Bumi Nusantara secara 
turun - temurun sejak zaman tandum.Pengertian warga Negara secara umum adalah 
penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat lahir dan 
sebagainya, yang memiliki kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga negara 
dari negara itu.(Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1994 ) 
Menurut Koerniatmanto, S. warga negara sebagai anggota negara yang 
mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya, mempunyai hubungan hak dan 
kewajiban yang bersifat timbal-balik terhadap negaranya.Sedangkan yang dimaksud 
penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di 
Indonesia (Pasal 26 ayat (2) UUD 1945).Dengan demikian Warga Negara Asing 
(WNA) dapat dinyatakan sebagai penduduk ketika bersangkutan telah bertempat 
tinggal selama 1 tahun berturut-turut.Secara tegas tentang diakuinya WNA sebagai 
penduduk negara dinyatakan dalam pasal 13 UU No. 3 Tahun 1946 “Bahwa barang 
siapa bukan warga negara Indonesia, ialah orang asing”. 
Bangsa adalah sekelompok manusia bersama keturunan dan budaya serta 
hidup bersama wilayah.Rakyat adalah orang-orang yang bernaung dibawah 
pemerintah tertentu.Sedangkan dalam Demokrasi Pancasila mengartikan rakyat ialah 
sejumlah orang yang dikuasai, diperintah, dilindungi, dipelihara, diasuh oleh 
penguasanya.Dapat disimpulkan dalam konteks warga negara dalam negara 
merupakan sebuah komunitas yang membentuk negara bedasarkan perundangan-
perundangan atau perjanjian-perjanjian dan mempunyai hak dan kewajiban yang 
bersifat timbal balik terhadap negaranya. 
Hak secara umum adalah sesuatu yang sepatutnya diterima seseorang setelah 
ia memenuhi kewajiban. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang seharusnya dan 
wajib dilakukan seseorang dengan legitimasi yang berlaku dalam masyarakat ataupun 
dalam hukum.Hak dan kewajiban warga negara terhadap negara diatur dalam UUD 
1945 dan aturan hukum lainnya yang merupakan tindak lanjut dari UUD 1945.Hak 
warga negara adalah sesuatu yang dapat dimiliki oleh warga negara dari negaranya, 
seperti hak untuk hidup secara layak dan aman, pelayana dan hak lain yang diatur 
dalam UU. Kewajiban warga negara terhadap negaranya adalah kewajiban untuk 
membela negara dan mentaati UU.Prinsip utama dalam penentuan hak dan kewajiban 
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warga negara adalah terlibatnya warga negara, baik secara langsung maupun tidak 
langsung, melalui perwakilan dalam setiap perumusan hak dan kewajiban tersebut, 
sehingga warga negara sadar dan memperlakukan hak dan kewajiban sebagai bagian 
dari kehidupannya.(Supriatnoko, 2008). 
Kedudukan warga negara di dalam suatu negara sangat penting statusnya 
terkait dengan hak dan kewajiban yang dimiliki sebagai warga negara.Perbedaan 
status / kedudukan sebagai warga negara sangat berpengaruh terhadap hak dan 
kewajiban yang dimiliki baik yang mencangkup bidang politik, ekonomi, sosial 
budaya maupun Hankam. Berikut dijabarkan mengenai kedudukan warga negara 
dalam negara : 
1. Dengan memiliki status sebagai warga negara, maka orang akan memiliki 
hubungan dengan negara. Hubungan itu berwujud status sebagai warga negara, 
peran sebagai warga negara, serta hak dan kewajiban sebagai warga negara. 
2. Sebagai warga negara, maka ia memiliki hubungan timbal balik yang sederajat 
dengan negaranya. 
3. Secara teori, status warga negara meliputi status pasif, aktif, negatif dan positif. 
4. peran (role) warga negara juga meliputi peran yang pasif, aktif, negatif, dan 
positif (Cholisin, 2000). 
Di samping kedudukan warga negarajuga mempunyai peran dalam negara 
dimana dalam konteks kedudukan sesuai dengan paparan diatas warga negara di 
jamin dalam undang-undang agar mempunyai kedudukan antara hak dan kewajiban 
sebagi warga negara dan memiliki hubungan timbal balik dengan negara, untuk itu 
sebagai warga negara sudah sepatutnya mempunyai peran dalam negara untuk 
menciptakan suatu korelasi yang baik dalam menjalankan sebuah negara yang 
demokratis. 
Menurut Horton dan Hunt (1993), peran (role) adalah perilaku yang 
diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status. Berbagai peran yang tergabung 
dan terkait pada satu status ini oleh Merton (1968) dinamakan perangkat peran (role 
set). Abu Ahmadi (1982) mendefinisikan peran sebagai suatu kompleks pengharapan 
manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu 
berdasarkan status dan fungsi sosialnya. 
Berkaitan dengan peran (role) warga negara, dapat dijelaskan bahwa peran 
warga negara adalah sebagai berikut: (Cholisin, 2000)) 
1. Peran pasif adalah kepatuhan warga negara terhadap semua peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
2. Peran aktif  merupakan aktifitas warga negara untuk terlibat (berpatisipasi) 
 serta ambil bagian dalam kehidupan bernegara, terutama dalam 
mempengaruhi keputusan publik. 
3. Peran positif merupakan aktivitas warga negara untuk meminta pelayanan dari 
negara untuk memenuhi kebutuhan hidup. 
4. Peran negatif merupakan aktivitas warga negara untuk menolak campur 
tangan negara dalam persoalan pribadi. 
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b. Masyarakat Multikultural 
Akar kata multikulturalisme adalah kebudayaan. Secara etimologis, 
multikulturalisme dibentuk dari kata multi (banyak), kultur (budaya), dan isme 
(aliran/paham). Secara hakiki, dalam kata itu terkandung pengakuan akan martabat 
manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan kebudayaannya masing-masing 
yang unik. (Mahfud. 2006).Acuan utama bagi terwujudnya masyarakat Indonesia 
yang multikultural adalah multikulturalisme, yaitu sebuah ideologi yang mengakui 
dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan, baik secara individual maupun 
secara kebudayaan (Fay 1996; Jary dan Jary 1991; Watson 2000).Dalam model 
multikulturalisme ini, sebuah masyarakat (termasuk juga masyarakat bangsa seperti 
Indonesia) dilihat mempunyai sebuah kebudayaan yang berlaku umum dalam 
masyarakat tersebut yang coraknya seperti sebuah mosaic/kepingan-kepingan kecil. 
Dalam mosaik tercakup semua kebudayaan dari masyarakat-masyarakat lebih 
kecil yang membentuk terwujudnya masyarakat yang lebih besar, yang mempunyai 
kebudayaan seperti sebuah mosaik tersebut (Reed dalam Suparlan 2002).Model 
multikulturalisme ini sebenarnya telah digunakan sebagai acuan oleh para pendiri 
bangsa Indonesia dalam mendesain apa yang dinamakan sebagai kebudayaan bangsa, 
seperti terungkap dalam penjelasan Pasal 32 UUD 1945 yang berbunyi: ‘kebudayaan 
bangsa (Indonesia) adalah puncak-puncak kebudayaan di daerah’.Dalam menghadapi 
konsekuensi sosial yang ditimbulkan oleh adanya masyarakat multikultural, kita 
sebagai warga Negara yang baik harus mengembangkan sikap kritis yang bersifat 
membangun (konstruktif) demi tercapainya apa yang disebut dengan integrasi sosial. 
Dengan tercapainya integrasi, maka stabilitas dan harmonisasi dalam kehidupan 
masyarakat akan terwujud dengan sendirinya. 
Sikap kritis yang dimaksudkan adalah bentuk sikap kita yang berupaya untuk 
merespon segala bentuk perbedaan dan keragaman dalam budaya, suku bangsa, 
kepribadian, ras, dan yang lainnya sebagai bentuk penghormatan kita atas segala 
perbedaan tersebut.Sikap kritis ini misalnya dapat kamu lakukan dalam lingkungan 
sekolahmu, ketika ada beberapa temanmu yang berasal dari keluarga yang 
berkecukupan mencoba untuk memaksakan kehendaknya dalam sebuah pertemuan 
kelas demi keuntungan pribadi mereka.Hendaknya kamu sebagai warga kelas yang 
baik, harus dapat menolak perbuatan itu dengan memberikan pertimbangan-
pertimbangan mengenai perbedaan kondisi yang ada di dalam kehidupan kelas 
kamu.Sehingga segala kepentingan dari golongan apapun yang ada di kelasmu dapat 
terakomodasi dengan baik, dan tidak menimbulkan perpecahan. 
Beberapa sikap kritis yang harus kita kembangkan dalam menghadapi bentuk-
bentuk konsekuensi sosial dari masyarakat multikultural di antaranya adalah sebagai 
berikut.(http://amy-pedia.blogspot.co.id/2015/05/perilaku-dan-sikap-
masyarakat.html) 
1. Mengembangkan Sikap Toleran 
2. Meninggalkan Sikap Primordialisme 
3. Mengembangkan Sikap Nasionalisme 
4. Menyelesaikan Konflik secara Akomodatif 
 JPC. Vol 1, No. 1, Maret 2020, (17-25) 
 
22
5. Menegakkan Fungsi Hukum 
6. Mengembangkan Kesadaran Peranan 
Dalam masyarakat multikultural harus dikembangkan sikap toleransi atau 
sikap saling pengertian dalam menghadapi segala perbedaan dalam nilai dan norma, 
agama, kebudayaan, ras, suku bangsa, serta adat istiadat agar tercipta integrasi dalam 
masyarakat. Contohnya toleransi antarumat beragama. Di negara kita, sikap toleransi 
sebenarnya sudah dikembangkan secara baik, namun ada beberapa kelompok yang 
cenderung berupaya untuk merusak situasi yang sudah kondusif ini dengan 
melakukan gerakan-gerakan yang berbasis agama, dengan tujuan untuk 
menghancurkan agama lain. Hal seperti ini harus dihindari apabila kita ingin 
mengembangkan sikap kritis kita dalam menghadapi segala perbedaan guna 
menciptakan integrasi, keturunan, dan kedamaian hidup di masyarakat. 
Sikap primordialisme jika kita lihat secara positif akan lebih memperkuat 
posisi kita dalam kehidupan bermasyarakat. Namun yang seringkali muncul adalah 
bahwa sikap primordialisme ini kemudian akan menjadi penyebab terjadinya 
disintegrasi dalam masyarakat. Karena itu, sebisa mungkin prasangka buruk atas suku 
bangsa, ras, atau agama yang berbeda harus dihindari, karena itu hanya akan 
menimbulkan perpecahan dalam kehidupan masyarakat yang multikultural ini. 
Semangat mencintai tanah air dengan tulus akan membawa negara ini pada 
suatu persatuan, kesatuan, dan cenderung mengesampingkan segenap perbedaan yang 
selama ini menjadi perdebatan. Dalam sikap nasionalisme, terdapat usaha untuk 
mengikis segala bentuk perbedaan dalam hal latar belakang budaya guna mencapai 
sebuah semangat persatuan yang akan memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa 
dan negara kita sendiri. Dengan nasionalisme kita juga dapat menghargai perbedaan 
yang ada. 
Konflik merupakan suatu gejala sosial yang wajar sebagai akibat interaksi 
sosial yang dilakukaan oleh manusia di dalam masyarakat. Hal ini mengingat adanya 
perbedaan-perbedaan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, misalnya 
kepentingan, pendapat, dan lain-lain. Konflik memang terkadang sulit dihindari, 
terutama apabila perasaan kita selalu diliputi  dengan prasangka, sentiment 
komunitas, dan emosional pribadi. Agar konflik yang terjadi di masyarakat tidak 
berakhir dengan kekerasan yang dapat menimbulkan kerusakan dan jatuhnya korban 
jiwa manusia, maka, sedapat mungkin, kita harus akomodatif dan penuh 
pertimbangan dalam berusaha menyelesaikan konflik yang ada dengan tujuan untuk 
mencapai integrasi sosial dalam masyarakat.Misalnya dengan melakukan 
perundinganperundingan. 
Hukum sebenarnya diciptakan untuk membatasi perilaku masyarakat tanpa 
memandang perbedaan latar belakang budaya dan kesukuan.Hukum merupakan 
peraturan formal yang disusun dengan telah mempertimbangkan semua aspek 
kehidupan, dan juga bersumber dari hukum-hukum yang ada di wilayah masing-
masing, seperti adat istiadat dan konvensi yang ada sebelumnya.Setiap individu 
sebagai anggota masyarakat mempunyai peranan masing-masing yang disesuaikan 
dengan status atau kedudukan yang dimilikinya.Misalnya kamu sebagai seorang 
siswa di sekolah mempunyai peranan untuk menghormati guru, mematuhi tata tertib 
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sekolah, memperhatikan materi pelajaran yang disampaikan guru, dan lain-
lain.Contoh lainnya adalah dalam suatu perusahaan, seorang pimpinan mempunyai 
peranan untuk mengayomi dan membimbing bawahannya, sedangkan bawahannya 
mempunyai peranan untuk menaati dan menjalankan perintah pimpinannya. 
Dengan kesadaran akan peranan yang harus dilaksanakan sebagaimana 
mestinya tersebut, tidak akan terjadi saling memusuhi, atau sampai bertikai hanya 
 mmpermasalahkan kedudukan. Jika semua telah menyadariadanya peranan yang 
dimiliki dan dapat dijalankan sebagaimana mestinya, maka prasangka dan sikap 
emosional dari orang lain akan hilang dengan sendirinya.Dalam mempersatukan 
bangsa agar tercipta msayarakat yang sejahtra dibutuhkan suatu pemerataan dalam 
kehidupan bermasyarakat berbngsa dan bernegara seperti yang dikatakan oleh 
Presiden Joko Widodo dalam pidato tgl 16 Desember 2017 beliau katakan bahwa 
“pemerataan merupakan alat pemersatu bangsa”. Ini berarti adanya persamaan dalam 
kehidupa bernegara dari berbagai aspek. 
Konstitusi Negara Indonesia yang dibangun bersumber dari keberagaman 
suku, agama, ras dan antar-golongan dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika Negara 
berkewajiban untuk mampu memberikan jaminan persamaan hidup dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Adapun beberapa bidang kehidupan yang 
yang telah dijamin dalam konstitusi untuk masalah persamaan kedudukan warga 
Negara adalah: 
1. Dalam bidang ekonomi  
1) Pasal 27 ayat (2) berbunyi,“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan 
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. 
2) Pasal 28C ayat (1) berbunyi,“Setiap orang berhak mengembangkan diri 
melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan 
memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, 
demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. 
3) Pasal 28D ayat (2) berbunyi,“Setiap orang berhak untuk bekerja serta 
mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. 
2. Bidang hukum dan  politik 
1) Pasal 28D ayat (1) berbunyi,”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama 
dihadapan hukum”. 
2) Pasal 28D ayat (3) berbunyi,”Setiap warga negara berhak memperoleh 
kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. 
3) Pasal 28E ayat (3) berbunyi, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, 
berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. 
4) Pasal 28G ayat (2) berbunyi, “Setiap orang berhak untuk bebas dari 
penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan 
berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”. 
3. Bidang kegamaan dan social budaya 
1) Pasal 28C ayat (1) berbunyi, “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui 
pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh 
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manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi 
meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. 
2) Pasal 31 ayat (1) berbunyi, “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. 
3) Pasal 28E ayat (1) berbunyi, “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat 
menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, 
memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan 
meninggalkannya, serta berhak kembali”. 
4) Pasal 28E ayat (2) berbunyi, “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini 
kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya,”. 
5) Pasal 28F berbunyi, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan 
memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan 
sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, 
mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis 
saluran yang tersedia”. 
6) Pasal 28I ayat (3) berbunyi, “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional 
dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. 
7) Pasal 29 ayat (2) berbunyi, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk 
untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut 
agamanya dan kepercayaan itu”. 
4. Bidang pertahanan dan keamanan 
1) Pasal 30 ayat (1) berbunyi, “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut 
serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara”.  
Walupun Negara Indonesia sudah mengatur dalam konstitusi mengenai 
penjaminan kedudukan yang sama dari berbagi aspek kehidupan di atas dalam ranah 
implementasi masih belum terlaksana dengan baik, akan tetapi bukan sebuah masalah 
yang harus menjadi letupan konflik komunal dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar dengan keunikan 
yang beragam, multikultural harus dilihat sebagai sebuah keindahan  dengan 
semboyan bangsa Indonesia yaitu “Bhinneka Tunggal Ika”. Semboyan yang sangat 
adil dan demokratis ini memiliki pengertian bahwa Indonesia merupakan salah satu 
bangsa di dunia yang terdiri dari beragam suku dan ras, yang mempunyai budaya, 
bahasa, dan agama yang berbeda-beda tetapi dalam kesatuan Indonesia.Semboyan ini 




Setelah menganalisis kedudukan dan peran warganegara dalam masyarakat 
multikultural adapun beberapa kesimpulan yang dapat disampaikan adalah 
1. Kedududukan dan peran warga Negara sudah di atur dalam konstitusi Negara 
Indonesia Adapun beberapa bidang kehidupan yang yang telah dijamin dalam 
konstitusi untuk msalah persamaan kedudukan warga Negara adalah bidang 
ekonomi, politik, hukum, budaya, agama, dan pertahanan keamanan Negara. 
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2. Beberapa sikap kritis yang harus kita kembangkan dalam menghadapi bentuk-
bentuk konsekuensi sosial dari masyarakat multikultural di antaranya adalah 
Mengembangkan Sikap Toleran, Meninggalkan Sikap Primordialisme, 
Mengembangkan Sikap Nasionalisme, Menyelesaikan Konflik secara  
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